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of democracy by reviewing various aspects, such as accountability, transparency,
responsiveness, and public participation. This journal aims to investigate the effectiveness of
government in maintaining the stability of democracy. Democracy is a political system based
on the active participation of citizens, protection of human rights, and responsible
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stabilitas demokrasi dengan meninjau berbagai aspek, seperti akuntabilitas, transparansi, daya
tanggap, dan partisipasi masyarakat. Jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki efektivitas
pemerintahan dalam menjaga kestabilan demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik yang
didasarkan pada partisipasi aktif warga negara, petlindungan hak asasi manusia dan
pemerintahan yang bertanggungjawab. Stabilitas demokrasi dipandang sebagai faktor penting
yang menjamin kemajuan dan kelangsungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan menganalisis serangkaian studi kasus yang relevan untuk
mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana efektivitas pemerintahan
mempengaruhi stabilitas demokrasi dalam konteks yang beragam.

INTRODUCTION

Efektivitas pemerintahan memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas demokrasi. Efektivitas mencakup
kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, melindungi hak
asasi manusia, mendorong partisipasi masyarakat, dan menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam proses
pengambilan keputusan. Menurut Dahl membahas berbagai aspek demokrasi, termasuk persyaratan untuk
demokrasi yang efektif, tantangan yang dihadapi demokrasi, dan cara-cara untuk memperkuat demokrasi.
Dalam bukunya "On Democracy”, Robert A. Dahl mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem
pemerintahan di mana warga negaranya memiliki kontrol atas keputusan pemerintah. Dahl menekankan
bahwa demokrasi bukan hanya tentang pemilihan umum, tetapi juga tentang partisipasi aktif warga negara
dalam proses politik. Menurutnya, demokrasi yang efektif harus memenuhi beberapa persyaratan, antara
lain: Persamaan politik, partisipasi politik yang efektif, kontes politik yang terbuka, kebebasan berekspresi,
dan sumber daya yang independent (Dahl, 1967).

Dalam buku "Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty", Acemoglu dan
Robinson mengemukakan teori tentang efektivitas pemerintahan dalam menjaga kestabilan demokrasi.
Mereka berargumen bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu negara bergantung pada institusi politik
dan ekonominya (Smith, 2012). Teori Acemoglu dan Robinson memiliki beberapa implikasi penting
untuk efektivitas pemerintahan dalam menjaga kestabilan demokrasi, dimana pemerintahan yang inklusif
lebih akuntabel kepada rakyatnya dan lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Hal ini meningkatkan
kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan legitimasi pemerintahan. Pemerintahan yang inklusif lebih
mampu untuk menyelesaikan konflik secara damai dan menegakkan hukum. Hal ini menciptakan
lingkungan yang stabil untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pemerintahan yang inklusif
lebih mungkin untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan mempromosikan kesetaraan. Hal ini
memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua warga negara. Secara keseluruhan,
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teori Acemoglu dan Robinson menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan dalam menjaga kestabilan
demokrasi bergantung pada tingkat inklusivitas institusi politik dan ekonomi (Dahl, 1967).

Dalam bukunya "Developing Democracy: Toward Consolidation", Larry Diamond mengemukakan
beberapa teori tentang efektivitas pemerintahan dalam menjaga stabilitas demokrasi; konsolidasi
demokrasi, legitimasi dan akuntabilitas, kapasitas pemerintahan, partisipasi politik, dan masyarakat sipil
yang kuat. Diamond juga menekankan pentingnya masyarakat sipil yang kuat dalam menjaga stabilitas
demokrasi. Masyarakat sipil yang kuat dapat memantau kinerja pemerintah, memperjuangkan hak-hak
rakyat, dan mendorong demokrasi. Teori Diamond tentang efektivitas pemerintahan dalam menjaga
stabilitas demokrasi bersifat komprehensif dan mencakup berbagai faktor. Teori ini bermanfaat untuk
memahami tantangan yang dihadapi demokrasi dan cara-cara untuk memperkuat demokrasi (Leftwich,
2000).

Dalam bukunya "The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century", Samuel P.
Huntington mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik di mana warga negara memiliki hak untuk
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Huntington menekankan bahwa demokrasi bukan hanya
tentang pemilihan umum, tetapi juga tentang partisipasi aktif warga negara dalam proses politik.
Menurutnya, demokrasi yang efektif harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: Persamaan
politik, dimana semua warga negara harus memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik. Ada
juga partisipasi politik yang efektif, disini warga negara harus memiliki kesempatan untuk mempengaruhi
keputusan pemerintah. Kontes politik yang terbuka, mereka harus ada persaingan yang terbuka dan bebas
untuk mendapatkan kekuasaan politik. Kemudian, ada kebebasan berekspresi, dimana warga negara harus
bebas untuk mengungkapkan pendapat mereka tanpa rasa takut (Pierre & Huntington, 1992).

Menurut Arend Lijphart mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem politik di mana rakyat
memiliki kendali atas pemerintah. Lijphart menekankan bahwa demokrasi bukan hanya tentang pemilihan
umum, tetapi juga tentang partisipasi aktif rakyat dalam proses politik. Menurutnya, demokrasi yang
efektif harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: Persamaan politik: Semua warga negara harus
memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik yang efektif: Rakyat harus
memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Kontes politik yang terbuka: Harus
ada persaingan yang terbuka dan bebas untuk mendapatkan kekuasaan politik. Kebebasan berekspresi:
Rakyat harus bebas untuk mengungkapkan pendapat mereka tanpa rasa takut, dan Sumber daya yang
independen: Harus ada sumber daya yang independen, seperti media massa dan peradilan, yang dapat
mengawasi pemerintah (Lijphart, 2012).

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis berbagai studi kasus yang
relevan(Ahyar et al., 2020; Ivanovich Agusta, 2014). Data yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari
laporan penelitian, pengajar, dan studi kasus sebelumnya yang telah dilakukan. Analisis data dilakukan
dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemerintahan dalam menjaga
kestabilan demokrasi. Pendekatan kualitatif mengacu pada strategi penelitian yang bertujuan untuk
menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan ini menekankan
pemahaman dan interpretasi terhadap fenomena yang kompleks, menggunakan data non-numerik seperti
teks, gambar, dan video. Studi kasus, yang merupakan jenis penelitian kualitatif yang paling umum
digunakan, difokuskan pada analisis mendalam terhadap satu atau beberapa kasus yang spesifik.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti secara menyeluruh dari
berbagai perspektif, memungkinkan penemuan wawasan mendalam tentang masalah yang diteliti (Yin.,
2014).

RESULTS

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diadopsi oleh banyak negara sebagai fondasi bagi
kegiatan masyarakat dan pemerintahan mereka. Hal ini disebabkan oleh dua alasan utama: pertama,
hampir semua negara mengakui demokrasi sebagai prinsip yang sangat penting; kedua, demokrasi
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memberikan arahan bagi partisipasi masyarakat dalam mengelola negara sebagai otoritas tertinggi. Secara
etimologis, istilah "demokrasi" memiliki akar kata dalam bahasa Yunani, yaitu "demos" yang berarti rakyat
atau penduduk suatu tempat, dan "cratos" yang merujuk pada kekuasaan atau pemerintahan. Oleh karena
itu, demokrasi secara harfiah menggambarkan sistem pemerintahan di mana kekuasaan atau otoritas
tertinggi berada di tangan rakyat atau masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini menekankan pada
partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik serta pemegang kekuasaan
yang berasal dari rakyat itu sendiri, bukan dari segelintir elit atau golongan tertentu. Dengan demikian,
demokrasi merupakan representasi langsung dari kehendak dan kepentingan masyarakat dalam
pengaturan urusan publik. Dengan demikian, demokrasi secara harfiah mencerminkan kondisi di mana
kedaulatan ada di tangan rakyat, kekuasaan puncak dicapai melalui keputusan bersama masyarakat, serta
pemerintahan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Ini menunjukkan bahwa demokrasi
tidak hanya sebuah sistem pemerintahan, tetapi juga sebuah prinsip yang menegaskan hak partisipasi dan
keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan politik, menjadikannya fondasi yang penting bagi
masyarakat yang demokratis (Sholikin, 2021).

Dengan kata lain, demokrasi adalah sistem di mana rakyat memiliki kekuasaan untuk mengatur negara
mereka sendiri melalui partisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Ini adalah konsep penting
yang mendasari banyak tatanan sosial dan politik di seluruh dunia. Menurut Scott Mainwaring dan
Timothy R. Scully, meskipun demokrasi telah berkembang pesat di Amerika Latin sejak tahun 1980-an,
namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang mengancam stabilitasnya. Meskipun banyak
negara telah mengadakan pemilihan umum yang bebas dan adil, demokrasi di kawasan ini tetap rentan
dan mudah tergoyahkan. Tantangan utamanya meliputi tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan,
korupsi yang merajalela, kelemahan dalam institusi demokrasi, serta kekuatan yang masih dimiliki oleh
militer. Untuk membangun demokrasi yang kokoh di Amerika Latin, Mainwaring dan Scully menyoroti
beberapa syarat penting, seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengurangan kemiskinan dan
ketimpangan, pemberantasan korupsi, penguatan institusi demokrasi, dan pengawasan sipil terhadap
militer. Dengan demikian, untuk mengatasi tantangan tersebut, upaya serius dan komprehensif diperlukan
untuk memperkuat fondasi demokrasi di Amerika Latin (Maxwell et al., 1995).

Dalam bukunya "Political Man: The Social Bases of Politics", Seymour Martin Lipset menggarisbawahi
pentingnya efektivitas pemerintahan dalam menjaga stabilitas demokrasi. Menurut Lipset, demokrasi yang
stabil memerlukan pemerintahan yang mampu merespons kebutuhan dan tuntutan rakyat serta mengatasi
masalah publik. Untuk mencapai efektivitas, Lipset menyoroti beberapa faktor kunci, antara lain,
legitimasi yang diperoleh melalui pemilihan umum yang adil, kemampuan pemerintahan untuk
menjalankan kebijakannya dengan sumber daya yang memadai, dan akuntabilitas pemerintahan kepada
rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban atas kinerja
pemerintahannya. Dengan demikian, untuk mempertahankan stabilitas demokrasi, pemerintahan yang
efektif dan akuntabel sangatlah penting (Almond & Lipset, 1960).

Demokrasi adalah sistem politik di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, memungkinkan mereka
untuk memilih pemimpin mereka dan mengubah pemerintahan secara damai. Dalam demokrasi, setiap
individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, sehingga menciptakan
representasi yang lebih luas atas kepentingan masyarakat. Kemampuan untuk mengganti pemimpin secara
damai juga membantu mencegah konflik seperti revolusi atau kudeta. Selain itu, demokrasi mendorong
akuntabilitas pemerintah kepada rakyat, memastikan penggunaan sumber daya negara yang efisien dan
efektif. Penelitian juga menunjukkan bahwa demokrasi berhubungan dengan tingkat pendapatan,
pendidikan, dan kesehatan yang lebih tinggi, menandakan dampak positifnya pada pembangunan sosial
dan ekonomi. Dengan demikian, demokrasi memainkan peran penting dalam menciptakan pemerintahan
yang responsif dan masyarakat yang makmur (Mainwaring et al., 2001).

Dalam bukunya "Democracy and Trust", Mark E. Warren mendefinisikan demokrasi sebagai sistem
politik di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, memungkinkan mereka untuk memilih pemimpin dan
mengubah pemerintahan secara damai. Warren menyoroti pentingnya kepercayaan antara rakyat dan

d ) 10.22373/jai.v9i2



Al-ijtima’i : International Journal of Government and Social Science Volume 9 Issue 2, April 2024

P-ISSN: 2476-9029 | e-ISSN: 2549-6921 20

pemerintah dalam menjaga kestabilan demokrasi. Menurutnya, demokrasi yang efektif memerlukan
tingkat kepercayaan yang tinggi, di mana rakyat merasa bahwa pemerintah mereka adil, kompeten, dan
responsif terhadap kebutuhan mereka. Kepercayaan ini menjadi pondasi utama bagi kerja sama yang
efektif antara warga negara dan pemerintah, yang mendukung keberlangsungan demokrasi yang sehat
(Offe, 2007). Sedangkan, Dalam bukunya "Why Politics Matters: Making Democracy Work", Gerry
Stoker menggambarkan demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang kompleks dan dinamis. Stoker
menegaskan bahwa demokrasi jauh lebih dari sekadar memilih pemimpin melalui pemilihan umum; ia
membutuhkan institusi yang kuat untuk berfungsi dengan baik. Lebih dari itu, demokrasi bukanlah
pencapaian yang tetap dan pasti, melainkan sebuah proses yang terus-menerus memerlukan usaha dan
komitmen dari semua pihak terlibat. Stoker menyoroti bahwa meskipun demokrasi dianggap sebagai
sistem politik terbaik yang ada, keberhasilannya tergantung pada kemauan semua pihak untuk terus
memperkuat dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Dengan demikian, pesan utama yang
disampaikan oleh Stoker adalah perlunya kerja keras dan komitmen bersama untuk memelihara serta
meningkatkan kesehatan demokrasi (Goldsmith, 2008).

Dalam karya mereka, Douglass C. North dan Barry R. Weingast membahas tentang dua faktor kunci
yang menentukan efektivitas pemerintah dalam menjaga stabilitas demokrasi. Pertama, kemampuan
pemerintah untuk memonopoli penggunaan kekerasan di dalam negara. Dalam konteks negara yang
stabil, pemerintah adalah satu-satunya entitas yang memiliki hak untuk menggunakan kekerasan. Hal ini
penting karena memungkinkan pemerintah untuk menegakkan hukum dan ketertiban, serta melindungi
rakyat dari ancaman luar. Kedua, kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang
dibutuhkan oleh rakyat. Rakyat cenderung patuh kepada otoritas pemerintah jika pemerintah dapat
menyediakan layanan-layanan seperti keamanan, pendidikan, dan infrastruktur. Namun, jika pemerintah
gagal dalam menyediakan layanan-layanan tersebut, maka rakyat dapat kehilangan kepercayaan terhadap
pemerintah dan bahkan melakukan pemberontakan. Dengan demikian, kedua faktor ini menjadi kunci
dalam menjaga stabilitas demokrasi dengan memastikan otoritas pemerintah yang kuat dan kemampuan
pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat (North et al., 2009).

Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter mengemukakan bahwa efektivitas pemerintah
memainkan peran krusial dalam menjaga kestabilan demokrasi, terutama dalam transisi dari pemerintahan
otoriter. Mereka menckankan tiga aspek penting dari efektivitas pemerintah: pertama, membangun
konsensus dan legitimasi dengan memfasilitasi dialog, negosiasi, dan kompromi antara berbagai
kelompok masyarakat; kedua, menerapkan kebijakan yang efektif melalui birokrasi yang kompeten dan
pengelolaan sumber daya negara yang efisien; dan ketiga, menjaga stabilitas politik dengan menegakkan
hukum dan ketertiban, serta mencegah konflik internal seperti kudeta dan pemberontakan. Dengan
demikian, efektivitas pemerintah menjadi landasan penting dalam memastikan transisi yang sukses
menuju demokrasi yang stabil dan berkelanjutan (MacEwan, 1988).

Chris Rhodes mendefinisikan tata kelola sebagai proses di mana keputusan dibuat dan tindakan
kolektif diatur, melibatkan berbagai aktor termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor
swasta. Menurutnya, tata kelola modern cenderung semakin terdesentralisasi dan terhubung, dengan
banyak aktor yang terlibat dalam pembuatan dan implementasi kebijakan. Rhodes menekankan bahwa
efektivitas pemerintah dalam menjaga kestabilan demokrasi dalam konteks tata kelola modern sangat
dipengaruhi oleh tiga faktor utama: kapasitas pemerintah, kualitas jaringan kebijakan yang terbentuk
antara berbagai aktor, dan tingkat akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Dengan demikian,
pemahaman dan pengelolaan yang baik terhadap tata kelola menjadi kunci dalam menjaga stabilitas
demokrasi di era kontemporer (Rhodes, 2007).

Dalam Laporan Pembangunan Dunia 2017: Tata Kelola dan Hukum yang diterbitkan oleh Bank
Dunia, efektivitas pemerintah dalam menjaga stabilitas demokrasi dibahas dalam beberapa aspek yang
saling terkait. Laporan tersebut menyoroti bahwa keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas
demokrasi bergantung pada kombinasi faktor-faktor seperti tata kelola yang baik, partisipasi politik yang
inklusif, dan kontrak sosial yang kuat antara pemerintah dan rakyatnya. Tata kelola yang baik mencakup
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proses pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel, sementara partisipasi politik yang inklusif
menciptakan ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk terlibat dalam proses politik. Selain itu,
kontrak sosial yang kuat antara pemerintah dan rakyatnya menciptakan dasar untuk saling ketergantungan
dan kepercayaan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas demokrasi. Dengan demikian, laporan tersebut
menekankan pentingnya integrasi berbagai aspek tersebut dalam membangun pemerintahan yang efektif
dan memelihara demokrasi yang stabil (“World Dev. Rep. 2017 Gov. Law,” 2017).

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas
pemerintahan dalam menjaga stabilitas demokrasi. Pertama, pentingnya kebebasan dan pemahaman
tentang hak berserikat bagi warga negara. Pemerintahan yang efektif harus dapat memastikan
perlindungan terhadap hak-hak tersebut dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan. Kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pemerintah
sangatlah krusial untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Ketiga, keberadaan lembaga
pemerintahan yang independen dan kuat, seperti sistem peradilan yang bebas dari intervensi politik, juga
memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas demokrasi.

Analisis ini menggambarkan bahwa efektivitas pemerintahan dalam menjaga stabilitas demokrasi
sangat tergantung pada kemampuan pemerintah untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia,
memfasilitasi partisipasi publik, serta memastikan akuntabilitas. Pemerintahan yang efektif harus mampu
merespons kebutuhan masyarakat, menangani tantangan dan konflik, serta memelihara integritas institusi
pemerintah secara keseluruhan. Dengan demikian, upaya-upaya ini akan berkontribusi pada
keberlangsungan demokrasi yang stabil dan berkelanjutan

CONCLUSIONS

Kesimpulan yang dapat saya ambil dari analisis jurnal ini adalah bahwa efektivitas pemerintahan
memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas demokrasi. Pemerintahan yang efektif harus memiliki
kemampuan untuk melindungi hak asasi manusia, memfasilitasi partisipasi publik, dan mempertahankan
tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, keberadaan lembaga
pemerintahan yang independen dan kuat juga merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas
demokrasi. Keseluruhan, upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan harus menjadi
prioritas utama guna memastikan kestabilan demokrasi dan kemajuan masyarakat. Dengan kata lain,
sebuah pemerintahan yang efektif bukan hanya tentang pengelolaan administratif, tetapi juga tentang
komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, perlindungan hak-hak individu, serta keterbukaan dan
akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, langkah-langkah untuk
memperkuat efektivitas pemerintahan harus menjadi fokus utama dalam upaya menjaga dan memajukan
demokrasi yang stabil dan berkelanjutan. Efektivitas pemerintahan memiliki peran penting dalam menjaga
stabilitas demokrasi. Pemerintahan yang akuntabel, transparan, responsif, dan partisipatif lebih mampu
menyelesaikan konflik secara damai, melindungi hak-hak asasi manusia, dan menegakkan hukum, yang
merupakan pilar-pilar utama demokrasi.
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